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ABSTRAK 

Praktik pengangkatan perangkat desa di Desa Watudandang, Kecamatan 

Prambon, Kabupaten Nganjuk menimbulkan polemik karena diduga mengandung 

unsur nepotisme akibat adanya hubungan kekerabatan antara kepala desa dan 

sekretaris desa yang diangkat. Meskipun secara formal pengangkatan tersebut 

dilaksanakan melalui mekanisme tes sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 

Tahun 2022, praktiknya menimbulkan persepsi konflik kepentingan serta 

dipandang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, 

dan partisipasi masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyāsah dustūriyah, kondisi 

tersebut juga berpotensi bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan (al-‘adl), 

musyawarah (al-shūrā), dan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah). 

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) Bagaimana praktik 

pengangkatan perangkat desa di Desa Watudandang ditinjau dengan perspektif 

good governance, dan (2) Bagaimana fiqh siyāsah memandang pengaturan 

pengangkatan perangkat desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 serta implementasinya 

di Desa Watudandang. 

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kasus (case 

study approach). Data penelitian diperoleh dari sumber primer melalui wawancara 

dan observasi terhadap pihak-pihak terkait di Desa Watudandang, serta sumber 

sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah yang relevan. 

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian antara 

norma hukum (das sollen) dan praktik di lapangan (das sein). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengangkatan perangkat desa 

di Desa Watudandang tidak sepenuhnya sejalan dengan Peraturan Bupati Nganjuk 

Nomor 21 Tahun 2022, khususnya terkait larangan hubungan derajat kesatu antara 

calon perangkat desa dan panitia pengisian perangkat desa. Dari perspektif good 

governance, proses tersebut belum mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi masyarakat secara optimal, sehingga berimplikasi pada menurunnya 

kepercayaan publik. Dalam perspektif fiqh siyāsah dustūriyah, pengangkatan 

tersebut secara substantif bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan (al-‘adl), 

musyawarah (ash-shūrā), dan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah), karena 

jabatan publik seharusnya diberikan berdasarkan kompetensi dan kemaslahatan 

umat, bukan pertimbangan kekerabatan. 

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa memperkuat 

penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan 

pengangkatan perangkat desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara 

substantif agar sesuai dengan prinsip good governance. Integrasi nilai-nilai fiqh 

siyāsah dustūriyah sebagai landasan etis juga penting untuk mewujudkan 

pemerintahan desa yang adil, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan 

umum. 
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